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TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3)
Perattrran Pemerintah Nomor L2 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu
pada Sekretariat Daeratr Kabupaten Banjarnegara Tahun
Anggaran 2O2l;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara RI Tahun 2OO4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R[ Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (kmbaran Negara RI Tahun 2AO4 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor aaOO);
Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OlL tentang
Pembenhrkan Peraturan Pemndang-undangan (kmbaran
Negara RI Tahun zOLl Nomor 82, Tambahan Iembaran
Negara RI Nomor 523a) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang N(r1ror 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLL tentang
Pembentukan Peratrrran Perundang-undangan (Irmbaran
Negara RI Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambatran kmbaran
Negara RI Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R[ Nomor 5587]
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor L 1 Tahun 2A2O tentang Cipta Keda
(Iembaran Negara RI Tahun 2A2O Nomor 245, Talrrbahan
Lembaran Negara RI Nomor 6573);

2.

3.

4.

5.



6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai B-g.rJhkunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 teftfans 'Pembentukan 

Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Liiigkungan Provinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2Al9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
63221:'

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Perahrran
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara RI Tahun 2014 Nomor 1991;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 200,6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun ?OLL
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 20ll Nomor
31o);

1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
RI Tahun 2015 Nomor 2A3q sebagaimana telah diubah
dengan Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 8O tahun 2OLS tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun
2OO8 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2OO8
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 99);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun
2O2O tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2O2L (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2O2O Nomor 7);

13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2O2O
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupated Banjarnegara Tahun Anggaran 2O2l
(Berita Daerah Kdlrpaten Banjarnegara Tahun 2O2O Nomor
721 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 1 Tatrun 2O2l tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2O2O
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Ba4iarnegara Tahun Anggaran 2O2l
(Berita Daeratr Kabupaten Banjarnegara Tahun 2A2L Nomor
U;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

ItlE IEt I ar-rlt.flll ;

Menunjuk Bendahara aran Pembantu pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 20.21
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud
diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang :

1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat
Permintaan Pembayaran Tambah Uang dan Surat
Permintaan Pembayaran Langsung;

2. Menerima dan menyimpan pelimpahan Uang Persediaan
dari Bendahara Pengeluaran;

3. Menerima dan menyimpan Tambah Uang dari Bendahara
Umum Daerah;

4. Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan Uang
Persediaan dan Tambah Uang yang dikelolanya;

5. Menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-
undangan;

6. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Membuat laporan pertanggungiawaban secara

administratif kepada Kuasa Pengguna Anggara dan laporan
pertanggungiawaban secara fungsional kepada Bendahara
Pengeluaran secara periodik.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran
242L.

Pelaksanaan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara mulai pada
saat melaksanakan tugc.s atau kegiatan.

I
Keputusan ini mulai Srlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal I - I _ gYll

BUPATI BANJARNEGARA,

BUDHI SARWONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
2. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banjarnegara;
4. Yang bersangkutan.
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BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2O2I

BUDHI SARWONO

{

NO NAMA BAGTAN
BENDAI{ARA PENGELUARAN PEMBANTU

NAMA NIP
I Bagran Pemerintatran Arie Hendranrati 1985031420rOO1 2006
2 Bagian Hukum Dwi Paluoi 19780205 200801 2011
3 Basian Keseiahteraan Ralrvat Iken Aeustina. SE 19800820200501 2018
4 Bagan Perekonomian dan Sumber

Dava Alam
Heni Yuliati 19650812 198607 2 001

5 Basian Administrasi Pembansunan Ika trIahnr Wiiavanti, SH t982tLt2 200501 2 013
6 Baeian Orsanisasi Tatik Rochana. SE 19850414 201001 2 005
7 Baeian Umum Titik Haruani 19841027 201001 2 003

,TI BANJARNEGARA,


